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PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Tahun 2020 perlu dilakukan penvesuaian,

b. bahwa sesuai dengan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menyatakan bahwa Rancangan Perkada Perubahan RKPD
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
RKPD,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati IndragiriHulu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana KerjaPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2020:

Mengingat ...



Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangpembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkunganDaerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 4421),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700),
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangpembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

4.

5.

6.

7.

8.Undang-Undang ...



10.

li.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 Talun 2014 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322):Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 157),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1312),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penyusunan Rencana kerja Pemerintah DaerahTahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 611),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),

8.

9

a

15.Peraturan ...



15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun

16.

Menetapkan :

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 —2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019Nomor 7):
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah KabupatenIndragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 39 TAHUN2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

Pasal1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 39), diubahsebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penetapan Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman dalamPenyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, PerubahanKebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Angaran Sementarauntuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun 2020.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikanperubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun2020.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4...



Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN,BABI! EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAHBAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHBAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAHBAB IV PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5
Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dal Berita Daerah Kabupaten IndragiriHulu.

Diteta an di Rengat
pada tanggal 17 September 2020
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Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
- —— —g

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 6F



Sikap menial, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dandisiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
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